
BUPATI TANATORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

Menimbang :a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata keda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Tana Toraja Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Keq'a Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja dan
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tana Torqia Nomor 42 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tana Tor4la;

b. bahwa peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan
penyelenggaraan fungsi pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta
dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga
perlu diganti; t
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Mengingat

c

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tana Toraja tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tanbaltal lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tel:Ltang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Ke{a (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan [.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
20 19 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

187, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur,
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagr.rnaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Tana

Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor

4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor l0 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana
Tora-ja yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang
membantu dan mendukung tugas Bupati dalam melaksalakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tana Toraja.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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10.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat foB adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Tugas Sub Substansi adalah kelompok tugas yang
merupakan penjabaran tugas jabatan administrator.

Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas
jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang
jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
dan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAE} III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari atas:

1. Subbagian Program dan Evaluasi;
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Kepegawaian;

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;

d. Bidang Perlindungan Anak;

e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggeralan;

f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum pada lampiran yang
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11.

t2.

13.
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BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (l), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebljakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk,
penyuluhan dan penggerakan, dan bidang keluarga berencana,
ketahanan dan kesej ahteraan keluarga

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidalg
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan, dan bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan, dan bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

b. menyusun rencana dan program ke{a tahunan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

c. mendistribusikan dal memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar.

d. menyusun rancargan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

g. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan, dan bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
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h. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di
bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, dan bidang
keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

i. menyelenggarakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan, dan bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

j. menyelenggarakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan, dan bidang keluarga
berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak
terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

l. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-
undangan;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

l2l Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris melaksanakan fungsi:

a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;

b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan
penyajian data;

e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan

f. pelalsanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. merencanakan operasional ke{a Sekretariat Dinas berdasarkan
rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
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b. mengatur dan membina keg'asama dalam pengurusan administrasi
dinas.

c. memberi petunjuk analisis dan pengembangan kineq'a dinas.

d. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga be{alan lancar;

f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

g. menyusun rancangErn, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan
keuangan Dinas;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi
umum, kepegawaian dan hukum;

1. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi
keuangan;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;

p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

q. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;

r. mengoordinasikan dan melaksanalan pengumpulan, pengolahan,
penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

s. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil ke{a dan
kedisiplinan untuk pembinaan karier;

t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak
terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

u. menilai kinerja pegawai negeri sipil aparatur sipil negara sesuai
peraturan perundang-undangan;

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

I,
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melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan.

Pasal 6

(1) Subbagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun rencana,
menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan
penyusunan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di lingkungan dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Evaluasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga bef alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilal<sanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan program;

g. menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan perundang-
undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang
penyusunan program;

h. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rzrncangan
rencana strategis;

i. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Dinas;

j. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data
berbasis teknologi informasi;

k. melakukan koordinasi darr konsultasi dengan pihak-pihak terkait,
dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

L menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-
undangan;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Program dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 7

(l) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai
tugas membantu Sekretaris melakukan urusan ketatausahaan,
administrasi pengadaan, mengelolah administrasi kepegawaian,
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barang dan urusan rumah tangga

uangan Yang meliPuti PenYusunan

ukuan, Pertanggungiawaban dart

PelaPoran.

r2r uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagar pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelasanaan tugas

sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahal1 untuk mengetahui tugas-tugas yang tetah dan

belum dilaksanakan;

d' membuat konsep, mengoreksi dan memaraJ, dan/ atau

menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas;

g. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah

tangga;

h. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan

pengelolaan keamanan lingkungan kantor;

i. menyiapkan bahan dan menJrusun administrasi pengadaan,

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusart

barang;
j. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta

menyusun laporan barang inventaris;

k. mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana
anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran;

m. melakukan verifrkasi kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran;

n. meneliti kelengkapan uang persediaan ganti uang, tambahan uang,
pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya untuk bahan
proses lebih lanjut;

o. melakukan pembayaran gaji pegawai;
p. melakukan akuntasi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
q. melakukan verifikasi pertanggungiawaban keuangan;
r. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
t. menginvetarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas dan

melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala;
u. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
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ll

inventarisasi dan pengarsipan data jabatan fungsional pada Dinas;

w. menyiapkan bahan,
pegawai;

mengelola dan menghimpun daftar hadir

x. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan

perjalanan dinas Pegawai;

y. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan

organisasi dan tatalaksana;

z. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi
jabatan, dan bezetting Pegawai;

dd. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian

meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian
pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja,
peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

ee. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan
tanda jasa pegawai negeri sipil;

ff. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

gg. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi tunjangan kineda;
hh. mengembangkan penerapurn sistem informasi kepegawaian berbasis

teknologi informasi;
ii. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait,

dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
jj. menilai kine{a aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-

undalgan;
kk. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian

Umum dan memberikal saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebljakan; dan

11. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 8

(1) Subbagran Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subb"gan mempunyai
tugas membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menghimpun mengelola
dan melaksanakan administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian sebagai
pedomanpelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelalsanaan tugas
sehingga be{'alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menaldatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran
pegawai;

g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

h. menyiapkan bahan perumuszrn kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

i. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian;

j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait,
dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

k. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-
undangan;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan
dan melaksanakan kebijakan teknis bidalg pemberdayaan perempuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidalg melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan perempuan;

c. peksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang pemberdayaan
Perempuan;

d. pelaksanaan administrasi dinas Bidang Pemberdayaan perempuan;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan perempuan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
Bidang Pemberdayaan Perempuan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangurn, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
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e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang

pemberdayaan politik dan hukum, pemberdayaan ekonomi dan

pemberdayaan kualitas kaluarga, data dan informasi gender dan

anak;

g. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
pemberdayaan politik dan hukum, pemberdayaan ekonomi dan
pemberdayaan kualitas kaluarga, data dan informasi gender dan

anak;

h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan umum dan
koordinasi bidang pemberdayaan politik dan hukum,
pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan kualitas kaluarga, data
dan informasi gender dan anak;

i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak
terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

j. penyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Anak

Pasal 10

(1) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
kebijakan teloris Bidang Perlindungan Anak.

(21 Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Kepala
Bidang mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Anak;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Anak;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan Anak;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Perlindungan Anak;

e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun rencana program kegiatan Bidang Perlindungan Anak
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Perlindungan Anak untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

I
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naska dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pendampingan hak

perempuan, perlindungan hak atas anak, penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) dan narkoba;

g. mengoordinasikan pembinaan teknis pemdampingan hak
perempuan, perlindungan hak atas anak, dan advokasi penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan narkoba;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
bidang perlindungan anak;

i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak
terkait dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Perlindungan Anak serta memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

k. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 11

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggeralan
dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanalan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan
evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
melaksan akan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan;

c. Pela-ksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan;

e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun program, rencana kegiatan bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelasanaan tugas

sehingga be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancamgan, mengoreksi, memaraf dan/ atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

g. mengoordinasikan dal melaksanakan kebijakan teknis bidang
advokasi dan penggerakan, bidang penyuluhan pendayagunaan
PLKB dan kader KB, dan bidang pengendalian penduduk dan
informasi keluarga;

h. mengoordinasikan dan melatsanakan pembinaan umum bidang
advokasi dan penggerakan, bidang penyuluhan pendayagunaan
PLKB dan kader KB, dan bidang pengendalian penduduk dan
informasi keluarga;

i. melaksanakan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
bidang advokasi dan penggerakan, bidang penyuluhan
pendayagunaan PLKB dan kader KB, dan bidang pengendalian
penduduk dan informasi keluarga di bidang pengendalian
penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

j. melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

k. melaksanalan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian
penduduk di Kabupaten;

L melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan ditingkat kabupaten dan kota di bidang
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

m. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga
Berencana (PKB/PLKB);

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan
penggerakan, bidang penyuluhan pendayagunaan PLKB dan kader
KB, dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga di
bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

o. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi
dan penggerakan, bidang penyuluhan pendayagunaan PLKB dan
kader KB, dan bidang pengendalian penduduk dan informasi
keluarga di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan;

p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak
terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; t

I
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q. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-

undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasal lain yang diperintahkan oleh

atasan.

Bagran Keenam

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 12

(l) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan telcris, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

(21 Untuk melal<sankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga melaksanakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana, Ketahanan
dan Kesej ahteraan Keluarga;

b. Pelaksanaan kebljakan teknis bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesej ahteraan Keluarga;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana,
Ketahalan dan Kesej ahteraan Keluarga;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesej ahteraan Keluarga;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang
tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seb"gai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelasanaan tugas
sehingga berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f. melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis daerah di bidang

Distribusi Alokon, Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaal
Kesertaan KB, pembinaan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera,

bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, dan bina
ketahanan remaja;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Distribusi Alokon,

Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB, pembinaan

teknis pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga
balita, anak dan lansia, dan bina ketahanan remaja;

h. melaksanakan penyelenggaraan Norma, standar, prosedur dan
kriteria dibidang keluarga berencana, ketahanan dan
kesej ahteraan keluarga

i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan
pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten Tana Toraja;

j. melaksanakan pelayanan keluarga berencana di kabupaten Tana
Toraja;

k. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten Tana
Toraja

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

m. melaksanakan bimbinga teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak
terkait, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; bidang
Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

p. melaksanakan NSPK bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan
Ke sej ahteraan Keluarga;

q. melaksanalan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga
balita;

r. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga
remaja;

s. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga
lansia dan rentan

t. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibid. Pemberdayaan
keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

u. melaksanakan kebijakan poniy sesalse

v. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-
undangan;

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan I



l8

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebdakan; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

atasan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 13

Pada Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana

sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimalsud pada

Pasal 13, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan
pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan T\rgas Dan Fungsi

Pasal 15

(f) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang/Subbagian,
Pejabat Fungsional, Pelaksana dan seluruh personil dalam lingkungan
Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki,
koordinasi, ke{asama, integrasi, sinkronisasi, simplilikasi,
akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efrsiensi, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang/Subbagian
dalam lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kedasama
dengan instansi pemerintah/ swasta terkait dalam rangka meningkatkan
kine{a dan memperlancar pelaksalaan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua

Pengendalian Dan Evaluasi, Serta. Pelaporan Dan Pengawasan

Pasal 16

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang/Subbagian,
dalam lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan

I
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pengendalian dan evaluasi serta melaksalakan rapat koordinasi secara

berkala dan/ atau sesuai kebutuhan'
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang/Subbagian'.eeiatatFungsional,Pelaksarradanseluruhpersonildalamlingkungan

Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan' serta

menyampaikanlaporansecaraberkaladan/atausesuaikebutuhan
secara tepat waktu kepada atasarr masing-masing.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang/Subbagian,
dalam lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAE} VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas
dan Pejabat Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Peraturan Bupati
Tana Toraja Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 46), dan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Ke{a Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja
(Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 42 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2O16 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencala Kabupaten Tana Toraja
(Berita Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2018 Nomor 421, tetap
menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Tana Tora-fa Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor
46); dan

2. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana
Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 47)
sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Bupati Tana Tora,ja Nomor
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42 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Tana Tor4ia (Berita Daerah Kabupaten Tana

Toraja Tahun 2018 Nomor 42),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Tana Toraja.

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 lobruarf 2023

BUPATITANATORAJA, I

/,, EOFILUS ALT.ORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 6 lcbnrari 2023

H. SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN TANA TORAJA,

I

SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2023 NOMOR 14
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KER.IA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALI,AN PENDUDUK
DAN KB

SUSIINAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PERTMPUAN DAN PERLINDI'ITGAN ANNT,

PENGENDALIAIT PENDTIDIIK DAN XELUARGA BERENCIINA

KEPALA DIITAS

SEKRETARHT

SUBBAGIAN
PROGRAM DAN

EVALUASI

SUBBAGIAN
UMUM

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIA

BIDAf,G
PEUBERDAYIIAIT

PEREUPUIIIT

BIDAf,G
PERLIITDT,]IGAII

AITAI(

BIDAITG PEIGEXD/ILIAT
PEXDT'DT'I(

PETTULUHAf, DAf
PEfll(rcERAIIAX

BIDAITG
I{ELUARGA BERITCATA,
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